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ABSTRAK 

 

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP RESIDIVIS 

PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA 

(Studi Kasus Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL) 

 

Oleh 

SYAHRUL ARFAH 

 

Penelitian lini lmengangkat lisu lhukum lbahwa lhakim ltidak lmengindahkan  

Pasal l144 lAyat l(2) lUndang-Undang lNomor l35 lTahun l2009 ltentang 

Narkotika ldan ldilakukan luntuk lmengetahui ldasar lpertimbangan lhukum lhakim 

kepada lresidivis lkasus ltindak lpidana lnarkotika lyang ldilakukan loleh lperantara 

sebagai lmana lkasus lputusan lNomor l811/Pid.Sus/2021/PN lJKT.SEL. lTujuan 

dari lpenelitian lini ladalah lmengetahui ldasar lpertimbangan lhukum lhakim  

dalam lmenjatuhkan lputusan lserta lmengetahui lkesesuaian lfakta-fakta 

persidangan ldalam lputusan lhakim lNomor l811/Pid.Sus/2021/PN lJKT.SEL 

terhadap lresidivis ltindak lpidana lnarkotika loleh lperantara. lDalam lmelakukan 

analisa lhukum, lpeneliti lmenggunakan lteori ldasar lpertimbangan lhukum lhakim 

dan lteori lputusan lhakim. 

 

Penelitian lini lmerupakan ljenis lpenelitian lhukum lyuridis lempiris ldengan lcara 

meneliti ldan lmengumpulkan ldata lprimer lyang ldiperoleh lsecara llangsung. 

Sumber ldan ljenis ldata lterdiri ldari ldata lprimer ldan ldata lsekunder. lPihak  

yang lmenjadi lnarasumber lyaitu lHakim lpada lPengadilan lNegeri lJakarta 

Selatan, lJaksa lpada lKejaksaan lNegeri lManggarai, lDosen lBagian lHukum 

Pidana lFakultas lHukum lUniversitas lLampung. lMetode lpengumpulan ldata 

melalui lstudi lkepustakaan, lidentifikasi ldata lsekunder, linvestrasi ldata lyang 

relevan ldengan lrumusan lmasalah, ldan lpengkajian ldata. lAnalisis ldata lyang 

digunakan ladalah lanalisis lkualitatif. 

 

Hasil lpenelitian lmenunjukkan lbahwa lpertimbangan lhakim lpada lPutusan 

Nomor l811/Pid.Sus/2021/PN lJKT.SEL ldidasari latas lpertimbangan lyuridis, 

yaitu lterpenuhinya lUnsur lPasal l114 lAyat l(2) lUndang-Undang lNomor l35 

Tahun l2009 lserta lpenulis lmenemukan lfakta ldalam lpersidangan lbahwa 

terdakwa lpernah ldipidana lselama l4 ltahun l6 lbulan lberkaitan ltindak lpidana 

yang ltelah ldilakukan lterdakwa lsehingga lterjadinya lkekeliruan ldalam 

menetapkan lpasal. lPertimbangan lsosiologis, lyaitu ldidasari loleh lhal-hal lyang 

memberatkan latau lmeringankan lterdakwa, lyaitu lterdakwa lpernah ldipidana  



 

 

ii 

 

Syahrul lArfah. 

terkait ldengan lkasus lyang lsama. lPertimbangan lfilosofis ldi lmana lpemidanaan 

kepada lterdakwa lsebagai lupaya ldalam lmemenuhi lrasa lkeadilan lkepada  

korban ldan lmasyarakat. 

 

Selain litu, ldari lhasil lanalisa ladanya lketerangan lsaksi, lketerangan lterdakwa, 

serta lalat-alat lbukti lmenyatakan lbahwa lbenar lterdakwa lmelakukan 

pengulangan ltindak lpidana lbisa lmenjadi lproses lpembuktian, lsehingga ltidak 

menjadi lsatu-satunya lpertimbangan lhakim. lDalam lperkara lPutusan lNomor 

811/Pid.Sus/2021/PN lJKT.SEL lpenerapan lpasal lkurang ltepat lsehingga 

terjadinya lkekeliruan lpada lputusan lyang ldibuat loleh lMajelis lHakim ldalam 

menjatuhkan lpidana lterhadap lterdakwa, lsehingga lmenurut lpenulis lnilai-nilai 

keadilan lbelum lterwujud ldan lbelum lsesuai ldengan lfakta-fakta lpada 

persidangan. 

 

Adapun lsaran lyang ldiberikan ldalam lpenelitian lini lyaitu lsebaiknya lhakim 

lebih ltegas ldalam lmenegakkan lhukum ldan ldalam lmenerapkan lputusan 

memberikan lsanksi lyang lberat ldan ltepat lsehingga lterdakwa, lkorban, ldan   

juga lmasyarakat ltidak lakan lmelakukan ltindak lpidana ltersebut lkarena 

merasakan lefek ljera ldan lmenimbulkan lrasa lkeadilan lbagi lterdakwa, lkorban, 

serta lmasyarakat. lSelain litu, lsebaiknya lhukuman lkepada lterdakwa lyang 

melakukan lpengulangan ltindak lpidana latau lterdakwa lyang lsebelumnya   

pernah ldipidana ldalam ljangka lwaktu ltak lterbatas, lhukumannya ltetap lpidana 

maksimum lditambah ldengan l1/3 l(sepertiga) lagar llebih ljera lsehingga ltidak 

akan lmengulangi lkembali ltindak lpidana ltersebut. 

 

Kata kunci: Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Tindak Pidana Narkotika, 

Residivis, Perantara 
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MOTTO 

 

“Karena sesungguhnya, bersama kesulitan akan ada kemudahan”. 

(QS. Al-Insyirah: 5) 

 

 

“ Barangsiapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan di dunia, 

maka kelak Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat.” 

(HR. Muslim) 

 

 

“Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out.” 

(Robert Collier) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan lzaman lyang lsemakin lmaju lini, ltentu lkejahatannya lpun llebih 

berkembang ldan lterorganisir. lKejahatan lakan lselalu lhadir ldi lkalangan 

masyarakat lmeskipun lmasyarakat litu lsendiri ltidak lpernah lmenghendaki 

kehadirannya. lPerilaku lmenyimpang litu lmerupakan lsuatu lancaman lbagi 

norma-norma lsosial lyang lmendasari lkehidupan latau lketeraturan lsosial, ldapat 

menimbulkan lketegangan lindividual latau lmaupun lketegangan-ketegangan 

sosial, ldan lmerupakan lancaman lriil latau lpotensil lbagi lberlangsungnya 

ketertiban lsosial.1 l 

 

Salah satu jenis perbuatan tindak pidana adalah perbuatan penyalahgunaan 

narkotika yang merupakan suatu jenis pelanggaran serta menimbulkan bahaya bagi 

diri sendiri serta orang lain yang ada disekitarnya. Pergaulan hidup yang teratur di 

dalam masyarakat yang maju dapat sangat terganggu dengan adanya permasalahan 

tersebut. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan salah satu kejahatan yang menjadi 

masalah hangat dan sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat 

dunia terutama masyarakat Indonesia. Narkoba menjadi salah satu faktor yang 

 
1 lSaparinah, l1976, lPersepsi lSosial lMengenai lPerilaku lMenyimpang, lBulan lBintang, 

lJakarta, lhlm l56. 



2 

 

 

 

berbahaya bagi lingkungan siapapun tanpa memandang status sosial, ekonomi, 

pendidikan, maupun usia. 

 

Menurut lPasal l1 lAyat l(1) lUndang-Undang lNo. l35 lTahun l2009 lmenyatakan 

bahwa lnarkotika lmerupakan lzat lbuatan latau lpun lyang lberasal ldari ltanaman 

yang lmemberikan lefek lhalusinasi, lmenurunnya lkesadaran, lhingga 

menyebabkan lkecanduan. lPenyalahgunaan lnarkotika, lpsikotropika ldan lzat 

adiktif llainnya ladalah ltindak lpidana lyang lmenjadi lmusuh lbersama ldi 

Indonesia lmaupun lditingkat lnegara-negara lglobal.2 Penyebarannya melalui 

rangkaian kejahatan transnasional, dilakukan melalui sistem pasar tertutup dengan 

cara-cara yang canggih, bahkan suatu jaringan mafia internasional dan 

penyebarannya mendapatkan sambutan dari para pelaku perdagangan gelap 

narkotika dan psikotropika. Itulah suatu kenyataan bahwa bisnis narkotika dan 

psikotropika penuh dengan jalan pintas mendapatkan keuntungan, tetapi 

memberikan dampak yang luar biasa negatifnya bagi kemanusiaan, kecuali untuk 

kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan yang telah diatur secara limitatif.3 

 

Bahaya lnarkoba lhingga lmenjadi lkecanduan ltersebut lmemang lbisa 

disembuhkan, lnamun lakan llebih lbaik ljika lberhenti lmenggunakannya lsedini 

mungkin latau ltidak lmemakainya lsama lsekali. lNarkoba latau lnarkotika ldan 

obat-obatan ladalah lzat latau lobat lbaik lyang lbersifat lalami, lsintetis, lmaupun 

semi lsintetis ldapat lmenimbulkan lefek lpenurunan lkesadaran, lhalusinasi, 

 
2 lMuhammad lHatta, l2022, lPenegakan lHukum lPenyalahgunaan lNarkoba lDi lIndonesia, 

lKencana, lJakarta, lhlm. l1. 
3 Data statistik penyalahgunaan narkoba www.merdeka.com diakses tanggal 10 Oktober 2022. 

http://www.merdeka.com/
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mengurangi lsampai lmenghilangkan lrasa lnyeri ldan ldapat lmenimbulkan 

ketergantungan, lserta ldaya lrangsang lyang ldapat lmembahayakan.4 

 

Dalam lproses lpenyelesaian lperkara lpidana, lproses lperadilan lmerupakan ljalan 

penyelesaian lperkara lpidana lyang lmeliputi lpenyidikan, lprapenuntutan, 

penuntutan, ldan lpersidangan. lMenurut lUndang-Undang lKekuasaan 

Kehakiman, lpertimbangan lhakim ladalah lpemikiran-pemikiran latau lpendapat 

hakim ldalam lmenjatuhkan lputusan ldengan lmelihat lhal-hal lyang ldapat 

meringankan latau lmemberatkan lpelaku. lDasar lhukum lbagi lseorang lhakim 

dalam lmenjalankan ltugasnya lmemutuskan lsuatu lperkara, lbahwa lharus 

didasarkan lpada lberbagai lpertimbangan lyang ldapat lditerima lsemua lpihak ldan 

tidak lmenyimpang ldari lkaidah-kaidah lhukum lyang lada, lyang ldisebut ldengan 

pertimbangan lhukum latau llegal lreasoning.5 lPertimbangan lyuridis lhakim 

merupakan lpembuktian lunsur-unsur ldari lsuatu ldelik lyang ldidakwakan loleh 

penuntut lumum lsehingga lpertimbangan ltersebut lrelevan lterhadap   

amar/diktum lputusan lhakim.6 

 

Pada lpenulisan lskripsi lini lpenulis lsecara lkhusus lmembahas ltentang lresidivis 

atau lpengulangan ltindak lpidana, lyang ldefinisinya ladalah lpengulangan lsuatu 

tindak lpidana loleh lpelaku lyang lsama, lyang lmana ltindak lpidana lyang 

dilakukan lsebelumnya ltelah ldijatuhi lpidana ldan lberkekuatan lhukum ltetap, 

 
4 lHumas lBNN: l“Pengertian lNarkoba ldan lBahaya lNarkoba” lhttps://bnn..go.id/pengertian-

narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-keseatan/ ldiakses ltanggal l10 lOktober l2022 
5 lSudikno lMertokusumo, l2002, lHukum lAcara lPerdata lIndonesia, lLiberty, lYogyakarta, 

lhlm. l108. 
6 lLilik lMulyadi, l2007, lKompilasi lHukum lPidana ldalam lPerspektif lTeoritis ldan lPraktek 

lPeradilan, lMandar lMaju, lBandung, lhlm. l193. 

https://bnn..go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-keseatan/
https://bnn..go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-keseatan/


4 

 

 

 

serta lpengulangan lterjadi ldalam ljangka lwaktu ltertentu.7 lSaat lini, lIndonesia 

mengatur ltindak lpidana lnarkotika ldengan lbeberapa lpasal lyang lberkaitan 

dengan lresidivis latau lpengulangan ltindak lpidana. lPengaturan lini lterdapat 

pada lketentuan lPasal l144 lAyat l(1) lUndang-Undang lNomor l35 lTahun l2009 

bahwa lsetiap lorang lyang ldalam ljangka lwaktu l3 l(tiga) ltahun lmelakukan 

pengulangan ltindak lpidana, lpidana lmaksimumnya lditambah ldengan l1/3 

(sepertiga). 

 

Undang-Undang lNomor l35 lTahun l2009 ltentang lNarkotika   

mengklasifikasikan lmengenai lsiapa lsaja lyang lterlibat lnarkotika, lyaitu 

pengedar lnarkotika ldan lpengguna lnarkotika. lPengedar lnarkotika ldalam lPasal 

35 lUndang-Undang lNarkotika lsebagai lseseorang lyang lmenyalurkan latau 

menyerahkan lnarkotika, lbaik ldalam lrangka lperdagangan latau lbukan. lSeperti 

untuk lkepentingan lpelayanan lkesehatan ldan lkemajuan lilmu lpengetahuan ldan 

teknologi. lKategori lselanjutnya lmerupakan lpengguna lnarkotika lyang ldalam 

Undang-Undang lNarkotika lterbagi lmenjadi l2, lyaitu: 

1. Pecandu lnarkotika lyaitu lorang lyang lmenggunakan lnarkotika ldan ldalam 

keadaan lketergantungan; 

2. Penyalahgunaan lyaitu lorang lyang lmenggunakan lnarkotika ltanpa lhak latau 

melawan lhukum. 

 

Penulis menjadikan seorang perantara pengedaran narkotika Golongan I jenis sabu 

sebagai subjek pembahasan dalam penelitian ini. Perantara mempunyai peran 

 
7 lHutabarat, lA. lL.: l“Seluk lBeluk lResidivis” lhttps://www.hukumonline.com/klinik/detail 

l/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-belukresidivis/ ldiakses ltanggal l10 lOktober l2022. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail%20/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-belukresidivis/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail%20/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-belukresidivis/
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sendiri sebagai pengantar atau kurir yang menghubungkan antara pengedar dan 

pembeli dalam konteks jual beli narkoba. Perantara narkotika juga bisa disebut 

sebagai calo, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan calo adalah orang yang 

menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk mengurus sesuatu berdasarkan 

upah yang akan diterimanya. 

 

Banyak kasus yang terjadi mengenai pengedaran Narkotika pada kalangan 

masyarakat terutama di Indonesia, seperti salah satu contohnya kasus pada putusan 

Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. Putusan kasus pengedaran narkotika yang 

terjadi di Jakarta Selatan ini berbunyi sebagai berikut:  

“Terdakwa atas nama Deni Maulana alias Ompong Bin Rahmat Mansyur alm. 

adalah seorang laki-laki berumur 40 Tahun. Terdakwa ditahan dalam tahanan 

rutan oleh: 1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 

Juli 2021; 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 

Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021; 3. Penyidik Perpanjangan 

Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai 

dengan tanggal 10 September 2021; 4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 

September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021; 5. Hakim 

Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 

21 Oktober 2021; 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh 

Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 

tanggal 20 Desember 2021.  

 

Jaksa menuntut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menjadi perantara dalam jual beli 

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama 

melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika; Menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun 

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa 

tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara; Menyatakan barang bukti berupa 

Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 39,5177 gram. Terdakwa 

pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 bertempatan di Jl. Al Mubarok I, No. 29 

RT.008/006, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah 

melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli 

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. 

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara membawa Narkotika 

tersebut yang dimasukan kedalam plastik warna hitam didalam kantong 
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celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat itu. Keseluruhan 

Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. ARIS (DPO) yang nantinya 

akan dijual kembali oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dalam menerima 

maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut 

mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).  

 

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi 

yang menyatakan bahwa saksi Subur Marbun dan saksi Adi Nugroho 

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 

Januari 2021 di Jl. Bougenville Kel. Jurang Mangu, Kec. Pondok Aren, Kota 

Tangerang Selatan karena dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) 

bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 

speaker warna hitam ungu merk ADVANCE dengan berat brutto 104,6 gram; 

dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu 

dengan berat brutto 25,2gram dimana keseluruhan barang bukti tersebut 

adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. IDON (DPO) untuk 

diserahkan kepada pembeli sesuai petunjuk; Terdakwa dalam menerima 

maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu mendapat 

upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).  

 

Terdakwa pernah dipidana sebelumnya selama 4 Tahun dan 6 Bulan. Majelis 

Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, 

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 

yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan 

fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) 

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap 

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu keadaan yang 

memberatkan bahwa terdakwa pernah dipidana dan Terdakwa tidak 

mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika, keadaan 

yang meringankan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Hakim 

mengadili dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 

selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu 

milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara.”8 

 

Dalam isi putusan tersebut di atas, pelaku pernah dipidana sebelumnya selama 4 

tahun 6 bulan. Sehingga hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan 

bahwa terdakwa pernah dipidana, dalam arti pelaku tersebut melakukan residivis 

 
8 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL 
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tindak pidana narkotika. Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa: 

“Setiap orang yang dalam waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, 

Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, 

Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 

Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah 

dengan 1/3 (sepertiga).”  

 

Pada pasal tersebut, penulis mengangkat isu hukum yaitu hakim tidak 

mengindahkan Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Karena sudah sangat jelas bahwa pelaku tersebut melakukan 

pengulangan tindak pidana atau residivis. Maka dari itu, terhadap perkara ini hakim 

hanya memutuskan Pidana dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tidak menggunakan Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. 

 

Tindak lpidana lnarkotika lini lsangat lmeresahkan lkarena lpada lbukti lyang 

diserahkan lmelebihi l5 l(lima) lgram lnarkotika lGolongan lI ljenis lsabu ldan 

pelaku lterbukti lmelakukan lpengulangan ltindak lpidana latau lresidivis, lserta 

dibuktikan lpula loleh lsaksi-saksi lyang lhadir ldi lpersidangan. lOleh lkarena litu 

penulis ltertarik luntuk lmelakukan lpenelitian lyang lakan ldijabarkan ldi ldalam 

skripsi lyang lberjudul: l“Dasar lPertimbangan lHukum lHakim lTerhadap 

Residivis lPerantara lJual lBeli lNarkotika l(Studi lKasus lPutusan lNomor 

811/Pid.Sus/2021/PN lJKT.SEL)”. 
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B. Permasalahan ldan lRuang lLingkup 

1. Permasalahan l 

Berdasarkan llatar lbelakang ldi latas, lmaka lpermasalahan lyang lakan ldibahas 

ldalam lpenelitian lini ladalah lsebagai lberikut: 

a. Bagaimanakah ldasar lpertimbangan lhakim lterkait lpenjatuhan lsanksi lpidana 

terhadap lresidivis lpelaku lperantara ljual lbeli lnarkotika? l(Studi lKasus 

Putusan lNomor l811/Pid.Sus/2021/PN lJKT.SEL) 

b. Apakah lputusan lhakim lsudah lsesuai ldengan lfakta-fakta ldalam 

persidangan? l(Studi lKasus lPutusan lNomor l811/Pid.Sus/2021/PN 

JKT.SEL). 

 

2. Ruang lLingkup 

Agar ltidak lterjadi lkerancuan ldalam lpembahasan lsehingga lmemungkinkan 

penyimpangan ldari ljudul, lmaka lpenulis lmembatasi lruang llingkup lpenelitian 

ini lterbatas lpada lhukum lpidana, lkhususnya lyang lmembahas ltentang ldasar 

pertimbangan lhakim ldan lputusan lhakim lsesuai ldengan lfakta-fakta  

persidangan lpada lputusan lNomor l811/Pid.Sus/2021/PN lJKT.SEL lterhadap 

perantara lpengedaran lnarkoba. 

 

C. Tujuan ldan lKegunaan lPenelitian 

1. Tujuan lPenelitian 

Tujuan ldari lpenelitian ldalam lskripsi lini, lpada lgaris lbesarnya ladalah luntuk 

menjawab lpermasalahan, lyaitu: 
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a. Untuk lmengetahui ldasar lpertimbangan lhakim lterkait lpenjatuhan lsanksi 

pidana lterhadap lresidivis lpelaku lperantara ljual lbeli lnarkotika l(Studi  

Kasus lPutusan lNomor l811/Pid.Sus/2021/PN lJKT.SEL). 

b. Untuk lmengetahui lputusan lhakim lsesuai ldengan lfakta-fakta ldalam  

persidangan l(Studi lKasus lPutusan lNomor l811/Pid.Sus/2021/PN lJKT.SEL). 

 

2. Kegunaan lPenelitian 

Kegunaan lyang ldiharapkan ldari lpenelitian lini ladalah lsebagai lberikut: 

a. Kegunaan lTeoritis 

Kegunaan lsecara lteoritis lini ldapat lmemberikan lwawasan lkeilmuan ldi 

bidang lHukum ldalam lrangka lpengembangan lhukum lpidana lkhususnya 

tentang ldasar lpertimbangan lhukum lhakim ldalam lmenjatuhkan lpidana 

terhadap lpelaku ltindak lpidana lnarkotika lyang lmasih lmenyalahgunakan 

narkoba. 

b. Kegunaan lPraktis 

Secara lpraktis lpenelitian lini ldiharapkan ldapat ldigunakan lsebagai lbahan 

masukan lkepada lpara lpraktisi lhukum lyang lbertugas lmenangani lperkara 

pidana ldan lbagi lpihak-pihak lyang lberkepentingan llainnya lyang lingin 

mengetahui llebih ldalam lmengenai lpokok lpermasalahan lyang ldibahas 

dalam lpeneltian lini. 

 

D. Kerangka lTeoritis ldan lKonseptual 

1. Kerangka lTeoritis 

Kerangka lteoritis ladalah lkonsep-konsep lyang lmerupakan labstrak ldari lhasil 

pemikiran latau lkerangka lacuan lyang lpada ldasarnya lbertujuan luntuk 
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mengadakan lidentifikasi lterhadap ldimensi-dimensi lsosial lyang ldianggap 

relevan loleh lpeneliti. lBerdasarkan ldefinisi ltersebut lmaka lkerangka lteoritis 

yang ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah: 

 

a. Teori lPertimbangan lHukum lHakim 

Pertimbangan lhukum lhakim lmerupakan lsuatu lcara latau lmetode lyang 

digunakan loleh lhakim ldalam lmenjatuhkan lputusan lberdasarkan lkekuasaan 

kehakiman ldan lharus lmemegang lasas lhukum lnullum ldelictum lnulla  

poena lsine lpraevia llegi l(tidak lada ldelik, ltidak lada lpidana ltanpa peraturan 

terlebih ldahulu).9 lPertimbangan lhukum lharus ldimulai ldengan lkata 

“menimbang… ldan lseterusnya” lsesuai ldengan lfakta lyang lterungkap. 

b. Teori lPutusan lHakim 

Putusan ladalah lsuatu lpernyataan loleh lhakim lyang ldiucapkan ldi 

persidangan luntuk lmengakhiri lsuatu lperkara lyang ldiperhadapkan 

kepadanya.10 lDefinisi lputusan lagak lberbeda ldalam ltradisi lcommon llaw 

tersebut ladalah lpihak lyang lmengambil lputusan. lPada ltradisi lhukum 

Indonesia, lmajelis lhakim lyang lmengambil lkesimpulan luntuk lkemudian 

dituangkan ldalam lputusan, lmaka ldalam ltradisi lcommon llaw, ljuri lyang 

berwenang luntuk lmenyimpulkan latau lmemutuskan lsuatu lperkara lyang 

sedang ldiadili. 

 

 

 

 

 

 
9 lMoeljatno, l1993, lAsas-Asas lHukum lPidana, lRineka lCipta, lJakarta, lhlm. l23. 
10 lSudikno lMertokusumo, lOp. lCit., lhlm. l201. 
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2. Konseptual 

Konseptual ladalah lketerkaitan lantara lteori-teori latau lkonsep lyang lmendukung 

dalam lpenelitian lyang ldigunakan lsebagai lpedoman ldalam lmenyusun 

sistematis lteori lyang ldigunakan ldalam lpenelitian. lBerdasarkan ldefinisi 

tersebut lmaka lkerangka lkonseptual lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini 

adalah: 

 

a. Dasar lPertimbangan lHukum lHakim 

Pertimbangan lhukum lhakim ladalah largumen latau lalasan lyang ldipakai 

oleh lhakim lsebagai lpertimbangan lhukum lyang lmenjadi ldasar lsebelum 

memutus lperkara. lPertimbangan lhakim ldibagi lmenjadi l2 l(dua) lbagian 

yaitu: 

1. Pertimbangan lYuridis 

Pertimbangan lhakim lyang ldidasarkan lpada lfakta-fakta lyuridis lyang 

terungkap ldalam lpersidangan ldan loleh lUndang-Undang lditetapkan 

sebagaimana lyang lharus ldimuat ldalam lputusan lmisalnya ldakwaan 

jaksa lpenuntut lumum, lketerangan lterdakwa, lketerangan lsaksi, lbarang-

barang lbukti ldan lpasal-pasal ldalam lperaturan lhukum lpidana.11 

2. Pertimbangan lNon-Yuridis 

Pertimbangan lini ldapat ldilihat ldari llatar lbelakang lterdakwa, lkondisi 

terdakwa ldan lagama lterdakwa12 

 

 
11 lAdami lChazawi, lKejahatan lterhadap lTubuh l$ lNyawa, lRaja lGrafindo, lJakarta, lhlm. 

l73. 
12 lRusli lMuhammad, l2007, lHukum lAcara lPidana lKontemporer, lCitra lAditya, lBandung, 

lhlm. l212. 
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b. Residivis 

Residiv l(recidive) ladalah lapabila lseorang lmelakukan lsuatu ltindak lpidana 

dan luntuk litu ldijatuhkan lpidana lpadanya, lakan ltetapi ldalam ljangka   

waktu ltertentu: 

1. Sejak lsetelah lpidana ltersebut ldilaksanakan lseluruhnya latau lsebagian; 

atau 

2. Sejak lpidana ltersebut lseluruhnya ldihapuskan; latau 

3. Apabila lkewajiban lmenjalankan lpidan laitu lbelum ldaluarsa; 

Pelaku lyang lsama litu lkemudian lmelakukan ltindak lpidana llagi.13 

 

c. Pelaku 

Pelaku ladalah lyang lmelakukan lsuatu lperbuatan, lsubjek l(dalam lsuatu 

kalimat ldsb). lYang lmerupakan lpelaku lutama ldalam lperubahan lsituasi 

tertentu. lKamus lBesar lBahasa lIndonesia l(KBBI) lmendefinisikan lkata 

pelaku ladalah l“orang lyang lmelakukan lsuatu lperbuatan”. 

 

d. Jual lBeli 

Jual lbeli ldalam lKamus lBesar lBahasa lIndonesia l(KBBI) ladalah 

“persetujuan lsaling lmengikat lantara lpenjual, lyakni lpihak lyang 

menyerahkan lbarang, ldan lpembeli lsebagai lpihak lyang lmembayar lharga 

barang lyang ldijual”. lDapat ldisimpulkan lsebagai lmenjual ldan lmembeli. 

 

 

 

 

 
13 lE.Y. lKanter ldan lS.R. lSianturi, l2002, lAsas-asas lHukum lPidana lDi lIndonesia ldan 

lPenerapannya, lStoria lGrafika, lJakarta, lhlm. l47. 



13 

 

 

 

e. Narkotika 

Narkotika ladalah lzat lyang lbisa lmenimbulkan lpengaruh ltertentu lbagi lyang 

menggunakannya ldengan lmemasukkan lkedalam ltubuh. lPengaruh ltersebut 

bisa lberupa lpembiusan, lhilangnya lrasa lsakit, lrangsangan lsemangat ldan 

halusinasi latau ltimbulnya lkhayalan-khayalan. lSifat-sifat ltersebut lyang 

diketahui ldan lditemukan ldalam ldunia lmedis lbertujuan ldimanfaatkan lbagi 

pengobatan ldan lkepentingan lmanusia ldi lbidang lpembedahan, 

menghilangkan lrasa lsakit ldan llain-lain.14 

 

E. Sistematika lPenulisan 

Sistematika lpenulisan lskripsi lini ladalah lsebagai lberikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Berisi lpendahuluan lpenyusunan lskripsi lyang lterdiri ldari lLatar lBelakang, 

Permasalahan ldan lRuang lLingkup, lTujuan ldan lKegunaan lPenelitian, 

Kerangka lTeori ldan lKonseptual lserta lSistematika lPenulisan. 

 

II. TINJAUAN lPUSTAKA 

Berisi ltinjauan lpustaka ldari lberbagai lkonsep latau lkajian lyang lberhubungan 

dengan lpenyusunan lskripsi ldan ldiambil ldari lberbagai lreferensi latau lbahan 

pustaka lmengenai lpertanggungjawaban lpidana lterhadap lresidivis lpelaku 

perantara ljual lbeli lnarkotika. 

 

 

 

 
14 lSoedjono lDirdjosisworo, l1987, lHukum lNarkotika lIndonesia, lAlumni, lBandung, lhlm. 

l7. 
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III. METODE lPENELITIAN 

Berisi lmetode lyang ldigunakan ldalam lpenelitian, lterdiri ldari lPendekatan 

Masalah, lSumber lData, lPenentuan lNarasumber, lProsedur lPengumpulan ldan 

Pengolahan lData lserta lAnalisis lData. 

 

IV. HASIL lPENELITIAN lDAN lPEMBAHASAN 

Berisi ldeskripsi lberupa lpenyajian ldan lpembahasan ldata lyang ltelah ldidapat 

penelitian, lterdiri ldari ldeskripsi ldan lanalisis lmengenai lpertanggungjawaban 

pidana lterhadap lresidivis lpelaku lperantara ljual lbeli lnarkotika. 

 

V. PENUTUP 

Berisi lkesimpulan lumum lyang ldidasarkan lpada lhasil lanalisis ldan  

pembahasan lpenelitian lserta lberbagai lsaran lsesuai ldengan lpermasalahan lyang 

ditujukan lkepada lpihak-pihak lyang lterkait ldengan lpenelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Strafbaar feit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yaitu istilah 

yang diterjemahkan menjadi tindak pidana yang saat ini diterapkan sebagai hukum 

nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Tindak pidana juga biasanya disamakan dengan delik, yang 

berasal dari bahasa latin “delictum”.  

 

Mengenai pengertian tindak pidana (strafbaar feit) beberapa sarjana memberikan 

pengertian yang berbeda sebagai berikut: 

a. Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. 

b. Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan atau handeling yang 

diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan 

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu 

bertanggungjawab. 
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c. Menurut Van Hamel tindak pidana adalah kelakuan yang yang dirumuskan 

dalam wet (undang-undang-pen.), yang bersifat melawan hukum, yang patut 

dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.15 

Berdasarkan lpengertian lyang ldikemukakan loleh lpara lpakar ldi latas, luntuk 

menentukan lsuatu lperbuatan lsebagai ltindak lpidana, lperbuatan lyang ldilakukan 

harus lperbuatan lyang ldilarang ldan ldiancam ldengan lpidana lkepada lsubjek 

tindak lpidana lyang lmelakukannya latau ldapat ldisebut ldengan lbarangsiapa 

yang lmelanggar llarangan ltersebut. 

 

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika 

Undang-Undang lNomor l35 lTahun l2009 lmenyebutkan ltindak lpidana   

narkotika lsebagai ltindak lpidana ladalah lproduksi, limpor latau lekspor, 

peredaran lgelap lnarkoba, lpengangkutan, lpenyalahgunaan lnarkotika, 

pemufakatan ljahat, ltransito lnarkotika, lkejahatan lterorganisasi. lTindak lPidana 

Narkotika ldapat ldiartikan lsuatu lperbuatan lyang lmelanggar lketentuan 

sebagaimana ldiatur lPasal l111 lsampai ldengan lPasal l148 lUndang-Undang 

Nomor l35 lTahun l2009 ltentang lNarkotika. 

 

Dapat ldikatakan lbahwa lapabila lnarkotika ldigunakan lsecara lproporsional 

artinya lmenurut lasas lkemufakatan, lbaik luntuk lkesehatan lmaupun luntuk 

kepentingan lilmu lpengetahuan, lmaka lhal ltersebut ltidak ldapat ldikualifikasikan 

sebagai ltindak lpidana lnarkotika. lAkan ltetapi lapabila lnarkotika ldipergunakan 

dengan lmaksud llain ldaripada litu, lmaka lperbuatan ltersebut ldapat 

dikategorikan lsebagai lperbuatan lyang ljelas lsebagai lperbuatan lpidana ldan  

 
15 Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54-56. 
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atau lpenyalahgunaan lnarkotika lberdasarkan lUndang-Undang lNomor l35   

Tahun l2009 lTentang lNarkotika. 

 

3. Unsur-Unsur lTindak lPidana 

Simons lseorang lpenganut laliran lmonistis ldalam lmerumuskan lpengertian 

Tindak lPidana, lia lmemberikan lunsur-unsur ltindak lpidana lsebagai lberikut: 

1) Perbuatan lmanusia l(positif latau lnegatif; lberbuat latau ltidak lberbuat latau 

membiarkan); 

2) Diancam ldengan lpidana; 

3) Melawan lhukum; 

4) Dilakukan ldengan lkesalahan; 

5) Orang lyang lmampu lbertanggung ljawab.16 

 

Menurut laliran lmonistis, lapabila lada lorang lyang lmelakukan ltindak lpidana, 

maka lsudah ldapat ldipidana. lSedangkan lmenurut laliran ldualistis lharus ldilihat 

dan ldibuktikan lterlebih ldahulu lpelakunya ldapat ldipidana latau ltidak. lAliran 

Dualistis ldalam lmemberikan lpengertian ltindak lpidana lmemisahkan lantara 

perbuatan lpidana ldan lpertanggungjawaban lpidana. lsehingga lberpengaruh 

dalam lmerumuskan lunsur-unsur ltindak lpidana.17 

 

Moeljatno lmerumuskan lunsur-unsur lperbuatan lpidana latau ltindak lpidana 

sebagai lberikut: 

1) Kelakuan ldan lakibat l(perbuatan); 

 
16 lSoedarto, l1990, lHukum lPidana lI, lYayasan lSoedarto ld/a lFakultas lHukum lUniversitas 

lDiponegoro, lSemarang, lhlm. l40. 
17 lTri lAndrisman, l2013, lAsas ldan lDasar lAturan lUmum lHukum lPidana lIndonesia lseta 

lPerkembangannya ldalam lKonsep lKUHP, lAURA, lLampung, lhlm. l72. 
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2) Hal likhwal latau lkeadaan lyang lmenyertai lperbuatan; 

3) Keadaan ltambahan lyang lmemberatkan lpidana; 

4) Unsur lmelawan lhukum lobjektif; 

5) Unsur lmelawan lhukum lsubjektif. 

Unsur l1) lkelakukan ldan lakibat, luntuk ladanya lperbuatan lpidana lbiasanya 

diperlukan ladanya l2) lhal likhwal latau lkeadaan ltertentu lyang lmenyertai 

perbuatan. l3) lkeadaan ltambahan lyang lmemberatkan lpidana. l4) ldengan   

adanya lperbuatan ltertentu lseperti lunsur-unsur ldi latas lmaka lterlihat lbahwa  

hal ldemikian ladalah lsifat lmelawan lhukumnya lperbuatan. l5) lSifat lmelawan 

hukumnya lperbuatan ltidak lterletak lpada lkeadaan lobjektif, ltetapi lpada  

keadaan lsubjektif lyaitu lterletak ldi ldalam lhati lterdakwa lsendiri.18 

 

4. Jenis-Jenis lTindak lPidana 

Jenis-jenis ltindak lpidana ldibedakan latas ldasar-dasar ltertentu, lantara llain 

sebagai lberikut: 

a. Kitab lUndang-Undang lPidana l(KUHP) lmembedakan lkejahatan lyang 

dimuat ldalam lBuku lII l(Misdrijven) ldan lPelanggaran lyang ldimuat ldalam 

Buku lIII l(Overtredingen). lTerdapat l2 l(dua) lpendapat lmengenai 

pembedaan lkejahatan ldan lpelanggaran, lyaitu: 

1) Perbedaan lsecara lkualitatif, lkejahatan ladalah lRechtsdelicten lartinya 

perbuatan lyang lbertentangan ldengan lkeadilan. lSedangkan lpelanggaran 

adalah lWetsdelicten lartinya lperbuatan lyang ldisadari lmasyarakat 

 
18 lMoelejatno, lOp. lCit., lhlm. l69. 
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sebagai lsuatu ltindak lpidana lkarena lundang-undang lmenyebutnya 

sebagai ldelik. 

2) Perbedaan lsecara lkuantitatif, lperbedaan lini ldidasarkan lpada laspek 

kriminologis lyaitu lpelanggaran llebih lringan ldaripada lkejahatan.19 

b. Perbedaan lcara lmerumuskannya lmenjadi ltindak lpidana lformil ldan ltindak 

pidana lmateril. lTindak lpidana lformil ladalah ltindak lpidana lyang 

dirumuskan lbahwa llarangan lyang ldirumuskan litu lmelakukan lperbuatan 

tertentu. lTindak lpidana lmateril ladalah lpada lmenimbulkan lakibat lyang 

dilarang, lkarena litu lsiapa lyang lmenimbulkan lakibat lyang ldilarang litulah 

yang ldipertanggung ljawabkan ldan ldipidana. 

c. Commissionis, lberupa lpelanggaran lterhadap llarangan lmisalnya lberbuat 

sesuatu lyang ldilarang, lpencurian, lpenggelapan, lpenipuan. lOmmissionis, 

berupa lpelanggaran lterhadap lperintah lyang ltidak lmelakukan lsesuatu lyang 

diperintahkan/diharuskan. lCommissionis lPer lOmmissionis lCommissa, 

berupa lpelanggaran llarangan, ltetapi ldilakukan ldengan lcara ltidak lberbuat. 

d. Delik ldolus l(kesengajaan) ldan ldelik lculpa l(kealpaan). 

e. Delik ltunggal l(dilakukan lsatu lkali) ldan ldelik lganda l(dilakukan lbeberapa 

kali). 

f. Delik lyang lberlangsung lterus, lseperti lperampasan lkemerdekaan lseseorang 

dan ldelik lyang ltidak lberlangsung lterus. 

g. Delik laduan lyang ldilakukan lpenuntutan lbila lada lpengaduan ldari lpihak 

yang lterkena. lDibedakan lmenjadi ldelik laduan labsolut, lyaitu ldelik lyang 

hanya ldapat ldituntut latas ldasar lpengaduan ldan ldelik laduan lrelatif lyaitu 

 
19 lTri lAndrisman, lOp. lCit., lhlm. l77-78. 
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delik lbiasa ltetapi lada lhubungan listimewa l(keluarga) lantara lpembuat ldan 

korban. 

h. Delik lsederhana ldan ldelik lyang lada lpemberatnya. 

i. Delik lekonomi ldan lbukan ldelik lekonomi. 

j. Kejahatan lringan.20 

 

5. Subjek lTindak lPidana 

Subjek lperbuatan lpidana lyang ldiakui loleh lKUHP ladalah lmanusia l(natuurlijk 

person). lKonsekuensinya, lyang ldapat lmenjadi lpelaku lperbuatan lpidana   

adalah lmanusia. lHal lini ldapat ldiliat lpada lrumusan ldelik ldalam lKUHP lyang 

dimulai ldari lkata-kata l“barangsiapa..”. lKata l“barangsiapa” ljelas lmerujuk lpada 

orang latau lmanusia, lbukan lbadan lhukum. lDapat ldisimpulkan lbahwa ldalam 

ketentuan lumum lKUHP lIndonesia lyang ldigunakan lsampai lsaat lini, lIndonesia 

masih lmenganut lbahwa lsuatu ldelik lhanya ldapat ldilakukan loleh lmanusia.21 

 

Unsur lpertama ltindak lpidana ladalah lperbuatan lmanusia, lpada ldasarnya lyang 

dapat lmelakukan ltindak lpidana ladalah lmanusia. lHal ltersebut ldapat 

disimpulkan lberdasarkan lhal-hal lberikut:22 

a. Rumusan ldelik ldalam lundang-undang llazim ldimulai ldengan lkata-kata: 

“barangsiapa lyang…” lkata l“barangsiapa” lini ltidak ldapat ldiartikan llain 

daripada l“manusia”. 

 
20 lTri lAndrisman, lOp. lCit., lhlm. l79. 
21 lMahrus lAli, l2011, lDasar-dasar lHukum lPidana, lSinar lGrafika, lJakarta, lhlm. l111. 
22 lIsmu lGunadi ldan lJonaedi lEfendu, l2014, lCepat ldan lMudah lMemahami lHukum 

lPidana, lKencana, lJakarta, lhlm. l50. 
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b. Dalam lpasal l10 lKUHP ldisebutkan ljenis-jenis lpidana lyang ldapat 

dikenakan ltindak lpidana. lPada ldasarnya ljenis-jenis lpidana ltersebut lhanya 

bisa ldikenakan lkepada lmanusia. 

c. Dalam lpemeriksaan lperkara ldan ljuga lsifat ldari lhukum lpidana lyang  

dilihat lada latau ltidaknya lkesalahan lpada lterdakwa, lmemberi lpetunjuk 

bahwa lyang ldapat ldipertanggungjawabkan litu ladalah lmanusia. 

d. Pengertian lkesalahan lyang ldapat lberupa lkesengajaan ldan lkealpaan litu 

merupakan lsikap lbatin lmanusia. 

 

6. Dasar lHukum lTindak lPidana lNarkotika 

Dasar lhukum lUndang-Undang lNomor l35 lTahun l2009 ltentang lNarkotika 

adalah: 

a. Pasal l5 layat l(1) ldan lPasal l20 lUndang-Undang lDasar lNegara lRepublik 

Indonesia lTahun l1945; 

b. Undang-Undang lNomor l8 lTahun l1976 ltentang lPengesahan lKonvensi 

Tunggal lNarkotika l1961 lbeserta lProtokol lTahun l1972 lyang   

Mengubahnya l(Lembaran lNegara lRepublik lIndonesia lTahun l1976 lNomor 

36, lTambahan lLembaran lNegara lRepublik lIndonesia lNomor l3085); 

c. Undang-Undang lNomor l7 lTahun l1997 ltentang lPEngesahan lUnited 

Nations lConvention lAgainst lIllicit lTraffic lin lNarcotic lDrugs land 

Psychotropic lSubstances, l1988 l(Konvensi lPerserikatan lBangsa-Bangsa 

tentang lPemberantasan lPeredaran lGelap lNarkotika ldan lPsikotropika,  

1988) l(Lembaran lNegara lRepublik lIndonesia lTahun l1997 lNomor l17, 

Tambahan lLembaran lNegara lRepublik lIndonesia lNomor l3673). 
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Beberapa lketentuan lUndang-Undang lNomor l35 lTahun l2009 ldiubah ldengan 

Undang-Undang lNomor l11 lTahun l2020 ltentang lCipta lKerja. lBeberapa 

ketentuan lyang ldiubah, lyaitu: lKetentuan lPasal l11, lKetentuan lPasal l15, 

Ketentuan lPasal l16, lKetentuan lPasal l18, lKetentuan lPasal l19, lKetentuan   

Pasal l22, lKetentuan lPasal l24, lKetentuan lPasal l26, lKetentuan lPasal l36, ldan 

Ketentuan l39. 

 

7. Penggolongan lNarkotika 

Menurut lPasal l6 lUndang-Undang lNomor l35 lTahun l2009 lNarkotika, lzat latau 

obat lyang lberasal ldari ltanaman latau lbukan ltanaman, lbaik lsintetis lmaupun 

semi lsintetis lyang ldapat lmenyebabkan lpenurunan latau lperubahan lkesadaran, 

hilangnya lrasa lnyeri ldan ldapat lmenimbulkan lketergantungan. 

A. Golongan lI ladalah lnarkotika lyang lpaling lberbahaya. lDaya ladiktifnya 

sangat ltinggi. lContoh: lganja, lheroin, lkokain, lmorfin, ldan lopium. 

B. Golongan lII ladalah lnarkotika lyang lmemiliki ldaya ladiktif lkuat, ltetapi 

bermanfaat luntuk lpengobatan ldan lpenelitian. lContoh: lpetidin, lbenzetidin, 

dan lbetametadol. 

C. Golongan lIII ladalah lnarkotikanya lyang lmemiliki ldaya ladiktif lringan, 

tetapi lbermanfaat luntuk lpengobatan ldan lpenelitian. lContoh: lkodein ldan 

turunannya. 

 

8. Pelaku lTindak lPidana lNarkotika 

Pelaku lpenyalahgunaan lnarkoba lterbagi latas ldua lkategori lyaitu lpelaku 

sebagai l“pengedar” ldan/atau l“pengguna”, lsedangkan lperaturan lsubstansial 

untuk lmenanggulangi lkasus lpenyalahgunaan lnarkotika ladalah lUndang-Undang 
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Nomor l35 lTahun l2009 ltentang lNarkotika, lUndang-Undang lNomor l5 lTahun 

1997 ltentang lPsikotropika ldan lperaturan llainnya. lSecara lsempit ldapat 

dikatakan lbahwa l“pengedar” ladalah lorang lyang lmelakukan lkegiatan 

penyaluran ldan lpenyerahan lNarkotika/Psikotropika. lSecara lluas lpengertian 

“pengedar” ltersebut ljuga ldapat ldilakukan ldan lberorientasi lkepada ldimensi 

penjual, lpembeli luntuk ldiedarkan, lmengangkut, lmenyimpan, lmenguasai, 

menyediakan, lmelakukan lperbuatan lmengekspor ldan lmengimpor lNarkotika 

atau lPsikotropika.23 

 

Begitu lpula lhalnya lterhadap l“pengguna” ladalah lorang lyang lmenggunakan   

zat latau lobat lyang lberasal ldari ltanaman, lbaik lsintetis lmaupun lsemi lsintetis 

yang ldapat lmenyebabkan lpenurunan latau lperubahan lkesadaran, lhilannya lrasa, 

mengurangi lsampai lmenghilangkan lrasa lnyeri, ldan ldapat lmenimbulkan 

ketergantungan, lyang ldibedakan ldalam lgolongan-golongan lsebagaimana 

terlampir ldalam lUndang-Undang lNarkotika latau lPsikotropika. lDalam  

Undang-Undang lNarkotika l“pengguna” lNarkotika ldisebutkan ldalam lpelbagai 

terminologi, lyaitu lPecandu lNarkotika, lPenyalah lGuna, lKorban lpenyalahguna, 

Pasien lsebagai lorang lyang lberdasarkan lindikasi lmedis, ldan lMantan lPecandu 

Narkotika. l 

 

 

 

 

 
23 lLilik lMulyadi, l“Pemidanaan lTerhadap lPengedar ldan lPengguna lNarkoba: lPenelitian 

lAsas, lTeori, lNorma ldan lPraktik lPeradilan”, lJurnal lHukum ldan lPeradilan, lVol. l1 lNo. 

l2 l(Juli l2012), l314. 
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B. Pengertian dan Pengaturan Residivis 

1. Pengertian lResidivis 

Kata lresidivis lberasal ldari lBahasa lPrancis, lyaitu lrecidive. lBerasal ldari lkata 

latin, lyaitu lre lyang lberarti llagi ldan lco latau lcado lyang lberarti ljatuh. 

Sehingga ldalam lpenyerapannya, lresidivis lberarti lberulang l(kejahatan latau 

yang ldilakukan lsecara lberulang). lResidivis ladalah ltindakan lseorang 

narapidana lyang lmelakukan lkembali lperbuatan lpidana lsetelah lia ldijatuhkan 

hukuman lpidana loleh lhakim lyang ltelah lmemiliki lkekuatan lhukum ltetap latau 

inkrah lakibat ldari lperbuatan lpidana lyang ldilakukan lsebelumnya.24 

 

Pengertian lresidivis ldi lIndonesia lsendiri ldiatur ldalam lKitab lUndang-Undang 

Hukum lPidana l(KUHP). lNamun, lKUHP ltidak lmengatur lsecara lkhusus   

terkait lpengulangan ltindak lpidana, lKUHP lhanya lmengatur lsecara lterbatas. 

Aturan lterkait lpengulangan ltindak lpidana lini ldi ldalam lKUHP ltepatnya ldiatur 

pada lBuku lKedua ltentang lKejahatan, lBAB lXXXI lyang lmemuat ltentang 

Pengulangan lKejahatan lyang lBersangkutan, lPasal l486 lhingga lPasal l488. 

Dalam lKUHP ltersebut, lterdapat lsejumlah lkejahatan lyang ldapat ldikategorikan 

sebagai lresidivis ljika ldilakukan lsecara lberulang.25 

 

 

 

 

 

 

 
24 lPrianter lJaya lHairi l(1 lNovember l2018). l“konsep ldan lPembaharuan lResidivisme 

ldalam lHukum lPidana ldi lIndonesia lConcept land lReform lof lRecidivism lin lCriminal 

lLaw lin lIndonesia”. lPusat lPenelitian lBadan lKeahlian lDPR lRI. l9 l(2): l202. 
25 lMonang lSiahaan, l2015, lKPK ldan lPOLRI lBersatulah lMe.mberantas lKorupsi, lElex 

lMedia lKomputindo, lhlm. l4. 
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2. Dasar lHukum lResidivis 

Di ldalam lKitab lUndang-Undang lHukum lPidana l(KUHP) lada l2 l(dua) lmacam 

Residivis, lyaitu:26 

1) Residivis lUmum l(general lrecidive) 

Tidak ldiperhatikan lsifat lperbuatan lpidana lyang ldiulangi, lyang lberarti 

perbuatan lpidana lyang ldiulangi ltidak lsejenis ldengan lperbuatan lpidana 

terdahulu ltetap lakan ldigolongkan lsebagai lpenggolongan lresidivis. 

Berdasarkan lKUHP lPasal l486, l487, ldan l488. 

 

2) Residivis lKhusus l(special lrecidive) 

Sifat lperbuatan lpidana lyang ldiulangi lsangat ldiperhatikan, lyang lberarti 

perbuatan lyang ldiulangi lharus lsemacam latau lsegolongan ldengan 

perbuatan lpidana lterdahulu, latas lperbuatan lapa lyang lbersangkutan lpernah 

menjalani lhukuman. lDiatur ldalam lKUHP lPasal l489 layat l2, l495 lAyat l2, 

512 lAyat l3. 

 

Faktor lyang lmempengaruhi lseseorang lmenjadi lresidivis lsecara lgaris lbesar, 

dalam lpenelitian lyang lditulis loleh lMajeed lSanei ldan lSeyyed lMahmoud lMir 

Khalili, lfaktor lyang lmempengaruhi lseseorang lmenjadi lresidivis lterbagi 

menjadi ltiga lfaktor, lyaitu:27 

a. Individual lFactors, lfaktor lindividu lmerupakan lfaktor lyang lberpengaruh 

melakukan lkejahatan lresidivisme ldan lakhirnya lkembali lke lpenjara. 

 
26 lZuleha, l2017, lDasar-Dasar lHukum lPidana, lDeepublish, lSleman, lhlm. l73-74 
27 lMajeed lSanei ldan lSeyyed lMahmoud lMir lKhalili, l2015, lFactors laffecting lrecidivism 

land lreturn lto lprison lmale lprisoners lin lthe lprisons lof lthe lwest lof lGuilan land 

lstrategies lfor lprevention, lJurnal lHukum, lVol.2 lNo.2, lFaculty lof lLaw, lFarabi lCollege, 

lUniversity lof lTehran, lIran, lhlm. l157-158. 
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b. Judicial land lInstitutional lFactors, lfaktor lLembaga lYudisial ldan lLembaga 

Hukum llainnya. 

c. Influential lSocial lFactors, lsosial ljuga lmempengaruhi lseseorang luntuk 

mengulangi ltindakan lpidana lkembali. 

 

Residivis lpada ltindak lpidana lnarkotika ldiatur ldalam lPasal l144 lUndang-

Undang lNomor l35 lTahun l2009, lyang lberbunyi: l 

(1)  Setiap lorang lyang ldalam ljangka lwaktu l3 l(tiga) ltahun lmelakukan 

ltindak lpidana lsebagaimana ldimaksud ldalam lPasal l111, lPasal l112, 

lPasal l113, lPasal l114, lPasal l115, lPasal l116, lPasal l117, lPasal l118, 

lPasal l119, lPasal l120, lPasal l123, lPasal l124, lPasal l125, lPasal l126, 

lPasal l127 layat l(1), lPasal l128 layat l(1), ldan lPasal l129 lpidana 

lmaksimumnya lditambah ldengan l1/3 l(sepertiga). 

(2)  Ancaman ldengan ltambahan l1/3 l(sepertiga) lsebagaimana ldimaksud 

lpada layat l(1) ltidak lberlaku lbagi lpelaku ltindak lpidana lyang 

ldijatuhi ldengan lpidana lmati, lpidana lpenjara lseumur lhidup, latau 

lpidana lpenjara l20 l(dua lpuluh) ltahun. 

 

3. Ketentuan lMengenai lResidivis 

Ketentuan lrecidive ldiatur ldalam lBuku lke lXXXI lKUHP. lArtinya, lpemberatan 

pidana lterhadap lrecidive lDapat lberlaku lapabila ltelah lmemenuhi lsyarat-syarat 

adanya lrecidive, lsalah lsatunya ladalah lmendapatkan lputusan lhakim lyang   

tetap latas lperbuatan lyang lsama latau loleh lundang-undang ldianggap lsama, 

adanya lputusan lhakim linilah lyang lmembedakan lantara lrecidive  

(pengulangan) ldengan lconcursus l(perbarengan). 

 

Pemberatan lpidana lkarena lrecidive ldapat lditambah lsepertiga ldari lancaman 

pidana lmaksimal latas lperbuatan lpidana lyang ldilakukan lsebagaimana 

ditentukan ldalam lPasal l486, l487, ldan l488 lKUHP lharus lmemenuhi lsyarat-

syarat lsebagai lberikut: 
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a. Mengulangi lkejahatan lyang lsama loleh lundang-undang ldianggap lsama 

macamnya; 

b. Antara lmelakukan lkejahatan lyang lsatu ldengan lyang llain lsudah lada 

putusan lhakim; 

c. Harus lhukuman lpenjara; ldan 

d. Antara ltidak llebih ldari l5 l(lima) ltahun lterhitung lsejak ltersalah lmenjalani 

sama lsekali latau lsebagian ldari lhukuman lyang ltelah ldijatuhkan.28 

 

C. Teori Putusan Hakim 

1. Pengertian lPutusan 

Putusan lhakim lmerupakan l“mahkota” lsekaligus l“puncak lpencerminan lnilai-

nilai lkeadilan, lkebenaran lhakiki, lhak lasasi lmanusia, lpenguasaan lhukum latau 

fakta lsecara lmapan, lmumpuni ldan lfactual, lserta lcerminan letika, lmentalitas, 

dan lmoralitas ldari lhakim lyang lbersangkutan.29 lBerlandaskan lpada lvisi  

teoritis ldan lpraktik lputusan lhakim lmerupakan lputusan lyang ldiucapkan loleh 

hakim lkarena ljabatannya ldalam lpersidangan lperkara lpidana lyang lterbukta 

untuk lumum lsetelah lmelakukan lproses ldan lprocedural lhukum lacara lpidana 

pada lumumnya lberisikan lamar lpemidanaan latau lbebas latau lpelepasan ldari 

segala ltuntutan lhukum ldibuat ldalam lbentuk ltertulis ldengan ltujuan 

penyelesaian lperkaranya.30 

 

 
28 lR. lSoesilo, l1994, lKitab lUndang-Undang lHukum lPidana, lBogor, lhlm. l318. 
29 lLilik lMulyadi, l2010, lSeraut lWajah lPutusan lHakim ldalam lHukum lAcara lPidana 

lIndonesia, lPT lCitra lAditya lBakti, lBandung, lhlm. l129 
30 lIbid, lhlm. l131 
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Putusan ladalah lsuatu lpernyataan loleh lhakim lyang ldiucapkan ldi lpersidangan 

untuk lmengakhiri lsuatu lperkara lyang ldiperhadapkan lkepadanya.31 lNamun, 

definisi lputusan lagak lberbeda ldalam ltradisi lcommon llaw ltersebut lyaitu lpihak 

yang lmengambil lputusan. lSedangkan, lpada ltradisi lhukum lIndonesia, lMajelis 

Hakim llah lyang lmengambil lkesimpulan luntuk lkemudian ldituangkan ldalam 

putusan, lmaka ldalam ltradisi lcommon llaw, ljuri lyang lberwenang luntuk 

menyimpulkan latau lmemutuskan lsuatu lperkara lyang lsedang ldiadili. 

 

Putusan latau lpernyataan lhakim lyang ldituangkan ldalam lsidang lpengadilan 

terbuka latau lyang ldisebut ldengan lputusan lpengadilan, lseperti lyang  

ditentukan ldalam lPasal l1 lbutir lke l11 lKUHAP lyang lmenyatakan lbahwa: 

“putusan lpengadilan lmerupakan lpenyataan lhakim lyang ldiucapkan 

ldalam lsidang lterbuka lyang ldapat lberupa lpemidanaan latau lbebas latau 

llepas ldari lsegala ltuntutan lhukum ldalam lhal lserta lmenurut lcara lyang 

ldiatur ldalam lundang-undang lini” 

 

Penetapan lputusan loleh lhakim ldi lpengadilan ladalah lberdasarkan lpada lsurat 

dakwaan ldan lsegala lbukti ldalam lsidang lpengadilan, lseperti lyang ldinyatakan 

dalam lPasal l191 lKUHAP. lMaka ldari litu, lsurat ldakwaan ldari lpenuntut   

umum lmerupakan ldasar lhukum lacara lpidana, lkarena ldengan ldidasarkan lpada 

dakwaan litulah lpemeriksaan ldi lsidang lpengadilan ldilakukan. lDalam lsuatu 

persidangan ldi lpengadilan lseorang lhakim ltidak ldapat lmenjatuhkan lpidana 

diluar lbatas-batas ldakwaan.32 lSerta ldidasarkan lpada lPasal l183 lKUHAP, lyang 

berbunyi: 

“hakim ltidak lboleh lmenjatuhkan lpidana lkepada lseseorang lkecuali 

lapabila lsekurang-kurangnya ldua lalat lbukti lyang lsah, lia lmemperoleh 

 
31 lSudikno lMertokusumo, lOp. lCit., lhlm.201 
32 lAndi lHamzah, l1996, lPengantar lHukum lAcara lPidana, lLiberty, lYogyakarta, lhlm. l167 
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lkeyakinan lbahwa lsuatu ltindak lpidana lbenar-benar lterjadi ldan lbahwa 

lterdakwalah lyang lbersalah lmelakukannya” 

 

2. Jenis-Jenis lPutusan 

Putusan lhakim lterbagi latas lbeberapa ljenis, lpembagian lputusan lini 

berdasarkan lbeberapa lhal lsebagai lberikut: 

1) Ditinjau ldari laspek lkehadilan lpara lpihak, lputusan lterbagi lmenjadi 

empat, lyaitu: 

a. Putusan lbiasa, lputusan lyang ldijatuhkan lpengadilan ldimana lpada lsaat 

pembacaan lputusan lkedua lbelah lpihak lmenghadiri lpersidangan. 

b. Putusan lverstek, lputusan lyang ldijatuhkan lpengadilan ldimana lTergugat 

sama lsekali ltidak lpernah ldating lmenghadap ldi lpersidangan lmeskipun 

telah ldipanggil lsecara lresmi ldan lpatut, lsementara lketidakhadirannya 

tersebut ltidak ldisebabkan loleh lhalangan lyang lsah. 

c. Putusan lcontradictoir, lputusan lpengadilan lyang lsaat ldiucapkan lsalah 

satu lpihak ltidak lhadir lsementara lpada lpersidangan lsebelumnya, lpara 

pihak lselalu lhadir latau lpernah lhadir. 

d. Putusan lgugur, lputusan lyang ldijatuhkan lpengadilan lkarena lPenggugat 

tidak lpernah ldating lmenghadap lsendiri ldi lpersidangan. 

2) Ditinjau ldari lsifatnya, lputusan ldibagi lmenjadi ltiga ljenis, lyaitu: 

a. Putusan ldeclatoir, lputusan lyang lmengandung lamar lpernyataan latau 

penegasan ltentang lsuatu lkeadaan latau lkedudukan l(hubungan) lhukum 

diantara lpara lpihak lberperkara. 

b. Putusan lconstitutief, lputusan lyang lmenciptakan latau lmeniadakan 

hubungan lhukum ltertentu. 
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c. Putusan lcondemnatoir, lputusan lyang ldi ldalamnya lmengandung lamar 

penghukuman, lyaitu lamar lmenghukum latau lmembebankan lkepada 

salah lsatu latau lkedua lbelah lpihak luntuk lmelakukan latau ltidak 

melakukan lsuatu lperbuatan lhukum.33 

 

3) Putusan lditinjau ldari lsaat lpenjatuhan 

a. Putusan lsela, lputusan lyang ldijatuhkan lhakim lsaat lproses lpemeriksaan 

berlangsung luntuk lmemudahkan lpemeriksaan lperkara lsebelum lhakim 

menjatuhkan lputusan lakhir 

b. Putusan lakhir, lputusan lhakim lyang lmerupakan ljawaban lterhadap 

persengketaan lpara lpihak luntuk lmengakhiri lpemeriksaan lsuatu 

perkara.34 

3. Asas-Asas ldalam lPutusan lHakim 

a. Asas lmusyawarah lmajelis 

b. Putusan lharus lmemuat ldasar/alasan lyang lcukup 

c. Putusan lharus lmengadili lseluruh lbagian lgugatan 

d. Asas lultra lpetitum lpatium 

e. Asas lketerbukaan 

f. Putusan lharus ltertulis35 

4. Fungsi lPutusan lHakim 

a. Fungsi lcontrol lsosial 

 
33 lM. lNatsir lAsnawi, l2014, lHermeneutika lPutusan lHakim, lUUI lPress, lYogyakarta, lhlm. 

l14 
34 lRetnowulan ldan lIskandar lOeripkartawinata, l2009, lHukum lAcara lPerdata ldalam lTeori 

ldan lPraktek, lMandar lMaju, lBandung, lhlm. l109-110 
35 lM. lNatsir lAsnawi, lOp. lCit., lhlm l43-49 



31 

 

 

 

b. Fungsi lmenyelesaikan lsengketa 

c. Fungsi lmemadukan lberbagai lkepentingan 

d. Fungsi lpembaharuan 

e. Fungsi lperekayasa lsosial 

 

5. Kekuatan lPutusan lHakim 

a. Kekuatan lmengikat 

b. Kekuatan lpembuktian 

c. Kekuatan leksekutorial 

 

D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

Kekuasaan lkehakiman lmerupakan lkekuasaan lyang lmerdeka lmaka ldalam 

memegang lkekuasaan lini lharus lbebas ldari lsegala lcampur ltangan lppihak 

kekuasaan lyudisial. lKebebasan ldalam lmelaksanakan lwewenang lyudisial 

bersifat ltidak lmutlak lkarena ltugas lhakim ladalah luntuk lmenegakkan lhukum 

dan lkeadilan lsesuai lPancasila, lsehingga lputusannya lmencerminkan lrasa 

keadilan lbagi lrakyat. l 

 

Pertimbangan lhukum lmerupakan llandasan latau ldasar lbagi lhakim ldalam 

memutus lsetiap lperkara lyang ldiadilinya. lUraian lpertimbangan lhukum 

mencakup lhal-hal lsebagai lberikut: 

1) Pertimbangan lmengenai lkewenangan lmengadili l(kompetensi lpengadilan), 

yaitu lKompetensi labsolut ldan lKompetensi lrelative. 

2) Pertimbangan lmengenai llegal lstanding lini lmencakup lKedudukan ldan 

kewenangan lhukum lpenggugat lin lperson, lSah ltidaknya lsurat lkuasa, ldan 

Syarat lformil lpenerima lkuasa. 
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3) Pertimbangan lmengenai ldalil lpokok lgugatan lpenggugat lserta lpokok-

pokok lpermasalahan ldalam lproses ljawab-menjawab. l 

4) Pertimbangan lmengenai lpokok lpermasalahan lyang lwajib ldibuktikan lpara 

pihak. l 

5) Pertimbangan lmengenai lalat-alat lbukti lyang ldiajukan lpara lpihak, lsyarat-

syarat lformil lalat lbukti, lPertimbangan lmengenai lsubstansi latau lmateri   

alat lbukti ldan lrelevansinya ldengan lpokok lperkara, lPertimbangan  

mengenai lkekuatan lpembuktian lalat-alat lbukti, ldan lPertimbangan 

mengenai lpersesuaian lantara lsatu lalat lbukti ldengan lalat lbukti llainnya. 

6) Pertimbangan lmengenai lfakta-fakta lyang lterungkap ldi lpersidangan. 

7) Analisis lhukum, lmeliputi lPertimbangan ltiap lpetitum lpenggugat ldikaitkan 

dengan lfakta-fakta lyang lterungkap, lPenalaran lhukum ldengan lmengaitkan 

fakta-fakta ltersebut ldengan lketentuan lperundang-undangan lyang lberlaku, 

Konstruksi lhukum lbaru, lbila lhaki lingin lmembuat lsuatu lkaidah lhukum 

bati ldari lfakta-fakta lyang lterungkap lkarena lkaidah lhukum lyang lada ltidak 

dapat lmemenuhi lrasa lkeadilan latau ltidak lsesuai llagi ldengan 

perkembangan ldan ltuntutan lzaman, lSimpulan latau lkonklusi lhakim 

terhadap ltiap lpetitum lpenggugat. 

8) Konklusi lumum ladalah lsimpulan lakhir lmajelis lhakim lterhadap lhasil 

pemeriksaan lgugatan lpenggugat lsecara lkeseluruhan. 

 

Paragraf lpenutup ldibagi ldua lmacam, lyaitu lPertimbangan lmengenai lpihak 

yang ldihukum lmembayar lbiaya lperkara ldan lPasal-pasal ldalam lperundang-

undangan lyang lberkaitan ldengan lpemeriksaan lperkara.36 

 

 
36 lM. lNatsir lAsnawi, lOp. lCit., lhlm. l86-91 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Menurut lpendapat lSoerjono lSoekanto, lpenelitian lhukum lmerupakan lsuatu 

kegiatan lilmiah, lyang ldidasarkan lpada lmetode lsistematika ldan lpemikiran 

tertentu lyang lbertujuan luntuk lmempelajari lsatu ldan lbeberapa lgejala lhukum 

tertentu ldengan lcara lmenganalisisnya.37 lPendekatan lmasalah ldalam lpenelitian 

ini lmenggunakan lpendekatan lyuridis lnormatif ldan lyuridis lempiris. l 

1. Pendekatan lYuridis lNormatif 

Yuridis lnormatif lmerupakan lpendekatan lseperti lmempelajari, lmelihat, ldan 

menelaah lmengenai lbeberapa lhal lyang lbersifat lteoritis lyang lmenyangkus 

asas-asas lhukum, lkonsepsi, lpandangan, ldoktrin-doktrin lhukum, lperaturan 

hukum ldan lsistem lhukum lyang lberkenaan ldengan lpermasalahan lpenelitian 

dalam lskripsi lini. lMaksud ldari lpendekatan lmasalah lsecara lyuridis lnormatif 

untuk lmemperoleh lpemahaman ltentang lpokok lbahasan lyang ljelas lmengenai 

gejala ldan lobjek lyang lsedang lditeliti lyang lbersifat lteoritis lberdasarkan latas 

kepustakaan ldan lliteratur lyang lberkaitan ldengan lpermasalahan lyang ldibahas. 

 

Metode lpenelitian lyuridis lnormatif ladalah lpenelitian lhukum lkepustakaan latau 

data lsumber lbelaka. lPenelitian lini ldilakukan ldari lperspektif linternal ldengan 

 
37 lSoerjono lSoekamto, l2012, lPenelitian lHukum lNormatif, lPT lRaja lGrafindo, lJakarta, 

lhlm. l1. 
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objek lpenelitiannya ladalah lnorma lhukum. lMenurut lSoerjono lSoekamto, ruang 

lingkup lpenelitian lnormatif lmeliputi:38 

1. Penelitian lterhadap lasas-asas lhukum. 

2. Penelitian lterhadap lsistematika lhukum. 

3. Penelitian lterhadap ltaraf lsinkronisasi lhukum lsecara lvertikal ldan horisontal. 

4. Perbandingan lhukum 

5. Sejarah lhukum. 

Pendekatan lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lhukum lini lyaitu lpendekatan 

Undang-Undang ldan lpendekatan lkasus lterkait ldengan lDasar lPertimbangan 

Hukum lHakim lTerhadap lResidivis lPerkara lJual lBeli lNarkotika. 

 

2. Pendekatan lYuridis lEmpiris 

Pendekatan lYuridis lEmpiris lmerupakan lsuatu lpendekatan lpenelitian lterhadap 

identifikasi lhukum ldan lefektivitas lhukum lyang ldilakukan ldengan lcara 

meneliti ldan lmengumpulkan ldata lprimer lyang ldiperoleh lsecara llangsung 

melalui lpenelitian ldengan lcara lobservasi lyang lmendalam lterhadap 

permasalahan lyang ldibahas.39 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber lldata lladalah llsubjek lldari llmana lldata lldiperoleh. llSumber llutama 

penelitian llilmu llhukum llnormatif lladalah llbahan llhukum llyang llberisi  

aturan-aturan llyang llbersifat llnormatif.40 llJenis lldata lldapat lldilihat lldari 

 
38 lSoerjono lSoekamto ldan lSri lMahmudji, lPenelitian lHukum lNormatif, lSuatu lTinjauan 

lSingkat, lRaja lGrafindo lPersada, lJakarta, lhlm. l13-14. 
39 lZainuddin lAli, lMetode lPenelitian lHukum, lJakarta: lSinar lGrafika, l2009, lhlm. l12. 
40 llSuharsimi llArtikunto, ll2002, llProsedur llPenelitian ll: llSuatu llPendekatan llPraktek, 

llRineka llCipta, llJakarta, llhlm. ll114. 
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sumbernya, lldapat lldibedakan llantara lldata llyang lldiperoleh lllangsung lldi 

masyarakat lldan lldata llyang lldiperoleh lldari llbahan llpustaka.41 llSumber lldata 

merupakan llkarakteristik llutama llpenelitian llilmu llhukum llnormatif lldalam 

melakukan llpengkajian llhukum.42 ll 

 

Sumber lldan llJenis lldata llyang lldigunakan lldalam llpenelitian llhukum llini 

terdiri lldari: 

a. Bahan llhukum llprimer, llyaitu llbahan-bahan llyang llmengikat llseperti 

pengaturan-pengaturan lldalam llhukum llnasional, lldiantaranya: 

1.  Undang-Undang llNergara llRepublik llIndonesia llTahun ll1945 

2.   Undang-Undang llNomor ll1 llTahun ll1946 lljo. llUndang-Undang 

llNomor ll73 llTahun ll1958 lltentang llPemberlakuan llPeraturan llHukum 

llPidana lldi llseluruh llIndonesia ll(KUHP) 

3.  Undang-Undang llNomor ll8 llTahun ll1981 lltentang llKitab llUndang- 

Undang llHukum llAcara llPidana ll(KUHAP) 

4. Undang-Undang llNomor ll35 llTahun ll2009 lltentang llNarkotika. 

b. Bahan llhukum llsekunder, llyaitu llbahan llhukum llyang llberisikan 

penjelasan llmengenai llbahan llhukum llprimer, llyang llmerupakan llbahan 

hukum llpenunjang. llTerdiri lldari llbuku-buku, llliteratur-literatur, lldan 

Putusan llPengadilan llNegeri llJakarta llSelatan llNo: ll81/Pid.Sus/2021/PN 

JKT.SEL. 

 
41 llAbdulkadir llMuhammad, ll2004, llMetode llPenelitian llHukum, llSinar llGrafika, 

llJakarta, llhlm. ll168. 
42 llBahderjohan llNasution, ll2008, llMetode llPenelitian llHukum, llMandar llMaju, 

llBandung, llhlm. ll86. 



36 

 

 

 

c. Bahan llhukum lltersier, llyaitu llbahan-bahan llyang llmemberi llpetunjuk 

terhadap llbadan llhukum llprimer lldan llbahan llhukum llsekunder. llYang 

lebih lldikenal lldengan llnama llbahan llacuan llbidang llhukum llatau l 

rujukan llbidang llhukum.43 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber atau seseorang yang memiliki informasi tentang objek yang akan 

diteliti, yang dapat dijadikan individu untuk mencari informasi mengenai 

permasalahan dari penelitian yang akan diteliti. Adapun narasumber yang akan 

diwawancarai adalah: 

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan : 1 Orang 

2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Manggarai  : 1 Orang 

3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH UNILA : 2 Orang 

Jumlah       : 4 Orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka, dilakukan dengan mempelajari, membaca, dan menelaah 

literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, 

dokumen hukum, catatan hukum, literatur bidang ilmu pengetahuan hukum, 

asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 
43 llSoerjono llSoekamto lldan llSri llMamudji, llOp. llCit., llhlm. ll41. 
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b. Identifikasi data sekunder yang diperlukan, dengan cara mencari dan mengenal 

bahan hukum. 

c. Interpretasi data yang relevan dengan rumusan masalah. 

d. Pengkajian data yang sudah terkumpul untuk menentukan relevansinya dengan 

kebutuhan dan rumusan masalah. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yag telah diperoleh 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud 

meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi Data 

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Klasifikasi Data 

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah 

ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan 

akurat untuk dianalisis lebih lanjut. 

c. Penyusunan Data 

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub-pokok bahasan 

sehingga mempermudah interpretasi data. 

 

E. Analisis Data 

Pengolahan data dilanjutkan dengan analisis data yang dilakukan dengan cara 

menganalisis sejauh mana suatu peraturan-peraturan perundang-undangan yang 
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mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsionil. Analisis data 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data 

adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, 

jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu 

menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat 

umum. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan di atas 

maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam merumuskan Putusan Nomor 

811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL telah sesuai dengan teori pertimbangan hakim 

aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Pertimbangan hakim secara 

yuridis berdasarkan atas terpenuhinya rumusan unsur Pasal 114 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta penulis 

menemukan fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 

4 tahun 6 bulan berkaitan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa 

sehingga terjadinya kekeliruan dalam menetapkan pasal.  

 

Sedangkan pertimbangan sosiologis hakim berdasarkan atas hal-hal yang 

memberatkan atau meringankan terdakwa, hal yang memberatkan adalah 

terdakwa pernah dipidana, dan pertimbangan filosofis berupa pemberian sanksi 

pidana kepada terdakwa merupakan upaya dalam memenuhi rasa keadilan 

terhadap korban, khususnya kepada masyarakat serta sebagai sarana efek jera 

bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya. 
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2. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didasarkan oleh 

keterangan saksi, terdakwa, serta barang bukti antara keterangan yang satu 

dengan keterangan lainnya saling menunjukkan keterkaitan yang mengarah 

pada perbuatan terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi 

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka 

keterangan tersebut dinyatakan sebagai fakta yang dianggap sebagai keterangan 

yang benar sehingga cukup untuk dianggap bersalah secara hukum karena 

melakukan tindak pidana narkotika.  

 

Adanya keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat-alat bukti yang 

menyatakan bahwa benar terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana bisa 

menjadi proses pembuktian, sehingga tidak menjadi satu-satunya pertimbangan 

hakim. Dalam perkara Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL 

penerapan pasal kurang tepat sehingga terjadinya kekeliruan pada putusan yang 

dibuat oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, 

sehingga menurut penulis nilai-nilai keadilan belum terwujud dan belum sesuai 

dengan fakta-fakta pada persidangan. 

 

C. Saran 

Adapun saran yang diberikan yaitu sebagai berikut: 

1. Agar terpenuhinya keadilan bagi masyarakat, sebaiknya hukuman kepada 

terdakwa yang melakukan pengulangan tindak pidana atau terdakwa yang 

sebelumnya pernah dipidana dalam jangka waktu tak terbatas, hukumannya 

tetap pidana maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiga) agar lebih jera 

sehingga tidak akan mengulangi kembali tindak pidana tersebut. 
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2. Untuk menghindari kasus pengulangan tindak pidana atau residivis 

kedepannya, Hakim harus lebih tegas dalam menegakkan hukum dan dalam 

menerapkan putusan memberikan sanksi yang berat dan tepat sehingga 

terdakwa, korban, dan juga masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana 

tersebut karena merasakan efek jera dan menimbulkan rasa keadilan bagi 

terdakwa, korban, serta masyarakat. 
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